KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 2435
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.dipk.depkeu.go.id

Nomor 1 S- W IPKI2015 Jakarta, {\ November 2015
Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi

Kepada Yth.
Para Gubernur/Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami Nomor S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 mengenai
penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah
Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014, bersama ini kami sampaikan penjelasan
terkait penghitungan tarif retribusi dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengingat bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah
dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka peraturan daerah yang tarif retribusinya didasarkan
pada Penjelasan Pasal 124 dimaksud tidak bisa dijadikan dasar pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi. Wajib Retribusi mempunyai kewajiban membayar
retribusi sampai dengan Bulan Mei 2015 sepanjang Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
terbit sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 (dihitung proporsional). Dalam hal SKRD terbit
setelah tanggal 26 Mei 2015, SKRD dimaksud tidak bisa dijadikan dasar pemungutan retribusi
sepanjang peraturan daerahnya masih berdasarkan pada Penjelasan Pasal 124 dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

2. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
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Formulasi Penghitungan Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Prinsip dan
Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 151 dan
152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan dimaksud.

Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan
menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan.

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula
sebagai berikut:

RPMT = TP x TR

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan
jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka
pengendalian dan pengawasan.

Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya
retribusi yang terutang.

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan
pengawasan.

Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan
pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:

a. honorarium petugas pengawas;

b. transportasi;
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¢. uang makan; dan
d. alat tulis kantor.

Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga
yang ditetapkan oleh kepala daerah.

. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:
a. zonasi;

b. ketinggian menara;

C. jenis menara; dan

d. jarak tempuh.



